BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

Mengingat

SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

. bahwa untuk kelancaran dan Kketertiban dalam pelaksa

pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebsptama
elektronik, maka perlu mengatur pelaksanaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaledaich

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupatiarign
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kebsgnara
Elektronik.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembamtuk

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan PropiasvaJ
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangakiték

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembidegara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahanhagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn

Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Koluan d
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia TatR@o
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberakaina

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4389);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemankdan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegambRep
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembanta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diuteshkhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Ta@0#4 2
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepubl
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindyang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintabanalD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nat26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodi@)4

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforndasi
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik mekia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Nomor 4843);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt&ean
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indorieshan
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penarintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 20
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4539);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamp&gan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaharah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaniplaean
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang nfedo
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (heamba
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, bedman
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)gabeaana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pematiresiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang nrado
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang
undangan;



16.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentangbagan
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tah®7 20
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeramnhbean
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Taambah
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tab08 2
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten nikezbu
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabp
Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENGABAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SECARA ELEKTRONIK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daefzgai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnydwissKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkuRgamerintah
Kabupaten Kebumen.

6. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektroniklek{ronic
Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah
yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik beabasis
web/internetdengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi
dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa sse&teonik.

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selaajuisgbut
LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanaigguaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik.

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional ye&agjstnya
disebut LPSE Nasional adalah pusat layanan pengadaa
barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan baranggassa
elektronik milik Kementrian Negara Perencanaan Rergbnan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

9. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Regional y&agjstnya
disebut LPSE Regional adalah unsur pelaksana miefatah
Daerah/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departeme
yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalaksaeaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik dengangonmeaigan
sistem aplikasi LPSE Nasional.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah patdu Kebumen yang
selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Kebumen adaiahrupelaksana di Pemerintah
Kabupaten Kebumen yang melayani proses pengadaangfasa dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik dengangmeigan sistem aplikasi LPSE
Nasional.

Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik selagjutnya disebut Pengelola
LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan aubaen barang/jasa secara
elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabn.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAlakhdapejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanajas pokok dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disinglA adalah pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakannggaran
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingk@K adalah pejabat yang
diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaafag@ewan Gubernur Bank
Indonesia (Bl)/Pimpinan Badan Hukum Milik NegaraH{8BN)/ Direksi Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMBgbagai pemilik pekerjaan,
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaayfasa.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyagktsi Panitia Pengadaan adalah
Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kugsagguna Anggaran/Dewan
Gubernur Bank Indonesia (Bl)/Pimpinan Badan HukumikMNegara (BHMN)/Direksi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milikaddah (BUMD), untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjdisipgkat ULP adalah suatu unit
yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah mdnsiertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Penggumggaran/Gubernur/Bupati/
Walikota/Dewan Gubernur Bank Indonesia (Bl)/Pimpirigadan Hukum Milik Negara
(BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BadaJsaha Milik Daerah
(BUMD)yang bertugas secara khusus untuk melaksemaemilihan penyedia
barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/SeiaetLembaga Tinggi Negara/
Pemerintah Daerah/Komisi/Bank Indonesia/Badan Hulitik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau peasgorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/jasa.

Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia difgsa untuk mendapatkan kode
akses (ser ID dan password ke dalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.

Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan peayemrang/jasa oleh LPSE melalui
mekanisme kontrol secara asas nyata dalam progistrasi/pendaftaran calon penyedia
barang/jasa yang meliputi persetujymassworddan penyampaian notifikasi persetujuan.
Verifikator adalah personil pada LPSE yang melaksanakan ppesesntuan kelayakan
penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisnmrdlosecara asas nyata dalam
proses registrasi pendaftaran calon penyedia bgmsagyang meliputi persetujuan
password dan penyampaian notifikasi persetujuan.

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang dditangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/dyanan Pengadaan (Procurement
Unit)/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untudncegah dan tidak melakukan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanpengadaan barang/jasa.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yadgitatas informasi elektronik yang
diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan inferneéektronik lainya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan otentikasi.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elekikolyang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk lega digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, dp#kan, dan/atau perforasi yang
memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orgaigg mampu memahaminya.



24. Message Digest (MD5) adalah suatu metodologi untuk memberi jani bahwa
dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengawudeen elektronik yang diterima,
hal ini dengan membandingkan ’sidik jari’ atdtiash Key’ dari dokumen-dokumen
tersebut.

25. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identiagathg digunakan untuk
beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.

26. Passwordadalah kumpulan karakter atau string yang digumakeh pengguna jaringan
atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak peaggwutuk memverifikasuser 1D
kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringf@uo sistem tersebut.

27. Kode Elektronik atauHash Keyadalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau
kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untakat mengakses komputer
dan/atau sistem elektronik lainya.

28. Publik adalah badan usaha atau orang perseoraaggrbgrminat untuk menjadi peserta
lelang pengadaan barang/jasa.

29. Institusi Lain adalah adalah lembaga/instansiyaimg secara struktur di luar Pemerintah
Kabupaten Kebumen.

30. Aplikasi Pengaman Dokumen yang selanjutnya disingigendo adalah aplikasi untuk
enkripsi dan deskripsi dokumen pengadaan yangalinthya memuat tanda tangan
elektronik (identitas digital) yang terdiri atasfarmasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi atau terkait dengan informasi elektrésinnya sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengatbaaang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen yang dilakukan secara elektronik.

BAB Il
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

Para pihak dalam pengadaan barang/jasa PemeriatabpKten Kebumen secara elektronik
terdiri dari :

a. Pengelola LPSE;

b. PPK;

c. ULP/Panitia Pengadaan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kesatu
Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 4

(1) Pengelola LPSE terdiri dari :

Pengarah;

Ketua,;

Sekretariat;

Bidang Administrasi Sistem Informasi;
Bidang Registrasi dan Verifikasi;
Bidang Layanan Pengguna; dan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

N



(2)

®3)

Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayatdfienuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungveb dalam melaksanakan tugas;

b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadistugangelola LPSE yang
bersangkutan; dan

d. memahami pengadaan barang/jasa Pemerintah seekiramik.

Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayatitétqpkan dengan Keputusan

Bupati.

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi Pengelola Layanan Pengadaan $#ekiianik
Pasal 5

Pengelola LPSE mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

b.

C.

mengelola sistem informasi pengadaan barang/jasaerfftdgah Kabupaten Kebumen
secara elektronik;

menyusun program kegiatan sistem informasi pengadaarang/jasa Pemerintah
Kabupaten Kebumen secara elektronik;

melaksanakan pelatihdargining kepada Panitia Pengadaan/ULP dan Penyedia
Barang/Jasa untuk menguasai sistem informasi peaagadarang/jasa Pemerintah
Kabupaten Kebumen secara elektronik;

melaksanakan pelayanan bagi Panitia Pengadaan/@bPPényedia Barang/Jasa di
masing-masing wilayah kerjanya;

menyediakan informasi dan konsultaselpdesk yang melayani Panitia Pengadaan/ULP
dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengamsgstem informasi pengadaan
barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secateoeik;

menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengangadaan barang/jasa
Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronikkuképentingan proses audit,
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh&uaKerja Perangkat Daerah/ Instansi
yang berwenang untuk itu dan/atau instansi laimaegeraturan perundang-undangan
yang berlaku;

melakukan regristrasi dan verifikasi Penyedia Bgf#asa untuk memastikan Penyedia
Barang/Jasa memenuhi persyaratan yang berlaku.

melaksanakan ketatausahaan LPSE; dan

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaasmkagada Bupati.

Pasal 6

Pengelola LPSE mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.

b.
C.

pengelolaan sistem informasi pengadaan barangRasaerintah Kabupaten Kebumen
secara elektronik;

pelaksanaan ketatausahaan LPSE;

sebagai media penyedia informasi dan konsultaeipflesk yang melayani Panitia
Pengadaan/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Basagang berkaitan dengan
sistem sistem informasi pengadaan barang/jasa ReateiKabupaten Kebumen secara
elektronik; dan

sebagai penyedia informasi dan data yang berkaimgan pengadaan barang/jasa
Pemerintah Kabupaten Kebumen secara elektronikkuk@tpentingan proses audit,
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan olehahst yang berwenang untuk itu
dan/atau instansi lain sesuai peraturan perundadgagan yang berlaku.



Paragraf 2
Pengarah
Pasal 7

Pengarah memberikan arahan dan bimbingan dalankaapengelolaan sistem informasi
pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkuRgmerintah Kabupaten Kebumen.

Paragraf 3
Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pasal 8

Ketua LPSE mempunyai tugas :

a. memimpin operasional harian LPSE;

b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan&ediBSE; dan
c. menyusun laporan kegiatan LPSE.

Paragraf 4
Sekretariat
Pasal 9

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yangdbedi bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua.

(2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordimp@snbinaan dan pengendalian
terhadap program, kegiatan, administrasi dan suddnex di lingkungan LPSE.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &%t Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
b. penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum umntekdukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; dan
c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang admisistemgan lembaga terkait.

Paragraf 5
Bidang Administrasi Sistem Informasi
Pasal 10

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tiga

menyiapkanget up perangkat teknis sistem informalsadware;

memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;

menangani permasalahan teknis sistem informasi tgajagli;

memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Nasi@mtang kendala-kendala

teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Kebumen dafaksanakan instruksi teknis dari

LPSE Nasional; dan

e. memberikan User ID dan password kepada PenyedianBdiasa setelah adanya
persetujuan pendaftaran oleh Verifikator dan kepgalatia Pengadaan Barang/Jasa, serta
Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintabuigaten Kebumen dan Institusi
lain.

apop

Paragraf 6
Bidang Registrasi dan Verifikasi
Pasal 11

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :
a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;



b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokunsmbagai persyaratan pendaftaran
Pengguna LPSE;

c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran RemgdPSE berdasarkan hasil
verifikasi;

d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;

e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentargefujuan dan penolakan
pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan

f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE terkeleggkapan dokumen yang
dipersyaratkan.

Paragraf 7
Bidang Layanan Pengguna
Pasal 12

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses gaagaarang/jasa secara elektronik
baik melalui internet, telepon maupun hadir langsdin_PSE;

b. membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE;

menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitukapl LPSE; dan

menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.

oo

Paragraf 8
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
Pasal 13

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

a. memberikan pelatihan bagi pihak yang akan mengaftasfatau menggunakan LPSE;
dan

b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengadaan basengécara elektronik.

Bagian Kedua
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 14

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketemtieargenai peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri dan peningkatan penggunaaduksi dalam negeri dan
peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha ketiasuk koperasi kecil, dan
menetapkan paket untuk swakelola;

c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksapaagadaan barang/jasa secara
elektronik;

d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan/[zasgcara elektronik;

e. menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan SehtiE), jadwal, tata cara
pelaksanaan dan lokasi pengadaan barang/jasa yangum Panitia Pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan,;

f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yakgkdih Panitia Pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya;

g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan Ramnj#&gntrak dengan pihak
Penyedia Barang/Jasa;

h. mengendalikan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak;dan

i. menindaklanjuti informasi dari Pengelola LPSE seliragna dimaksud pada Pasal 5.



Bagian Ketiga
Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
Pasal 15

Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan memptuigiges dan tanggung jawab:
menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksandaridexsi pengadaan;

menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendisHP

menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan yang telah ditetapkan
oleh Pengelola LPSE;

a.
b.
C.

d
e
f.
g
h
[

. mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintadbditepengadaan nasional,
. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;

melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

. mengusulkan calon pemenang;
. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengdpada PA/KPA; dan

menandatangani pakta integritas sebelum pelaksgmamyadaan barang/jasa dimulai.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa
Pasal 16

(1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratagaieerikut:

a.

-

I
J.
k.

mendaftarkan diri kepada Pengelola LPSE dan bersedtiuk dilakukan verifikasi
oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, seb®enyedia Barang/Jasa diberi
kode akses untuk menggunakan sistem pengadaanghasanpemerintah secara
elektronik;

memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undanganamdalmenjalankan
usahal/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa,;

memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis daranajerial untuk
menyediakan barang/jasa;

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailigidtan usahanya tidak sedang
dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untak @tas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalani hukuman;

secara hukum mempunyai kapasitas menandatanganakpn

sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban parpajtahun terakhir, dibuktikan
dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima p@myaikan Surat Pajak Tahunan
(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, oekdpi Surat Setoran Pajak (SSP)
PPH Pasal 29;

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernabmperoleh pekerjaan
menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemdrimteaupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barangi@asabaru berdiri kurang dari
3 (tiga) tahun;

memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, fdailitas lain yang diperlukan
dalam pengadaan barang/jasa;

tidak masuk dalam daftar hitam;

memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkengan pos; dan
menandatangani pakta integritas sebelum pelaksg®amyadaan barang/jasa dimulai.

(2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus oi@nmrsyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.

(3) Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandataRgemulir Keikutsertaan dalam
sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupatemién secara elektronik.

(4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya merkerbybertentangan kepentingan
dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.



BAB IV
PENGGUNAAN FASILITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 17

(1) Fasilitas LPSE dapat digunakan Instansi lain umigtaksanakan pengadaan barang/jasa
secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut
a. mengajukan permohonan secara resmi kepada Bupatinken; dan
b. telah melakukan Nota Kesepakatan dengan PemeHKaialnpaten Kebumen.
(2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada(Byatengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tidak dikenai biaya apapun;
b. sesuai tata tertib yang ditetapkan; dan
c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Kabupateaor{et.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemesgatara elektronik, PPK, Panitia

Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola IdA8Epihak-pihak yang terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:

a. mematuhiketentuan peraturan perundang-undangan di bidangadean barang/jasa
pemerintah;

b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaarakses yang terdiri dddser ID
danpassworddan

c. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaadatainformasi elektronik yang
tidak diperuntukan bagi umum.

Pasal 19

PPK, Panitia Pengadaan/ULP, Penyedia Barang/Jasggella LPSE dan pihak-pihak yang

terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintaheselektronik dilarang :

a. mengganggu dan merusak sistem pengadaan bararsggsa elektronik; dan

b. mencuri informasi, manipulasi data dan/atau berbueing dalam pengadaan barang/jasa
secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuagguaan.

BAB VI
MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN SECARA ELEKTONIK

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan
Pasal 20

(1) Kepala SKPD/Unit Kerja/Institusi lain mendaftarkaaket pekerjaan yang akan diikutkan
dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik 8& Lékengan melampirkan Keputusan
mengenai Penunjukan PPK dan Pembentukan PanitgaBaan Barang/Jasa.

(2) Paket pekerjaan yang didaftarkan sebagaimana didal§sat (1) dijadwalkan oleh LPSE.

(3) LPSE membuatkanUser ID dan Passworduntuk PPK dan Panitia Pengadaan
Barang/Jasa.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan
Pasal 21

(1) Dalam pelaksanagmengadaan barang/jasa secara elektronik metoddipmiPenyedia

Barang/Jasa yang digunakan adalah

a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1lu)séte yaitu Penyedia
Barang/Jasa menyampaikapload dokumen penawaran dalam 1 (satu) file yang
berisi dokumen administrasi, teknis dan harga;

b.metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 )(dila yaitu Penyedia
Barang/Jasa menyampaikapload dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang
meliputi file 1 yang berisi dokumen administrasnd&knis dan file 2 yang berisi
dokumen penawaran harga;

c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (sftu)aitu Penyedia Barang/Jasa
menyampaikamnipload dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelagveluasi dan
dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Panitia Peragad Penyedia Barang/Jasa
menyampaikampload dokumen penawaran dalam 1 (satu) file yang bdokumen
administrasi, teknis dan harga; dan

d. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 Ydila yaitu Penyedia Barang/Jasa
menyampaikamnipload dokumen prakualifikasi terlebih dahulu, setelagévdluasi dan
dinyatakan lulus prakualifikasi oleh Panitia Peragad Penyedia Barang/Jasa
menyampaikamnipload dokumen penawaran dalam 2 (dua) file yang melidia 1
yang berisi dokumen administrasi dan teknis dae fl yang berisi dokumen
penawaran harga.

(2) Pengumuman pengadaan barang/jasa tampil di hala®gan dalam Aplikasi LPSE

Kabupaten Kebumen.

(3) Mekanismepengadaarbarang/jasa Pemerintah Kabupaten Kebumen secskaoglik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daéampiran | yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupiati

Bagian Ketiga
Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik
Pasal 22

Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadeaang/jasa secara elektromik
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebunlaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

a. proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pematerlabupaten Kebumen secara
elektronik dilakukan melalui aplikabitp://Ipse.kebumenkab.go.id

b. User ID dan Passwordseluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasariR&me
Kabupaten Kebumen secara elektronik merupakan gept&si dari pengguna dan
terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam pexragatiarang/jasa secara elektronik;

c. User ID danPasswordsebagaimana dimaksud pada huruf b terasosiasidigphseluruh
dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaamng/jasa Pemerintah Kabupaten
Kebumen secara elektronik sehingga diakui sebagdahssatu komponen yang
mengesahkan dokumen tersebut;

d. otentikasi dokumen elektronik pada pengadaan bjemsag Pemerintah Kabupaten
Kebumen secara elektronik menggunakan metodologsitge Digest algorithm 5 (MD5)
yang menghasilkan kode elektronik athash keyyang unik bagi tiap-tiap dokumen
elektronik, sehingga apabila Penyedia Barang/Jalsdn tmemberikan persetujuan dan
memberikan persyaratan bahwa dokumen elektroniky ydikirimkan sesuai dengan
dokumen yang diterima oleh sistem e-pengadaan $erldash keyyang dihasilkan dari
metodologi Message Digest algorithm 5 (MD5), makany@dia Barang/Jasa dianggap
telah menandatangani dokumen tersebut secaraaigktdan
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e. seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksua gaduf ¢ dan huruf d dapat
diperlakukan sama dengan dokumen tertulis kedadumen yang harus dibuat secara
tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2@d&hg Informasi dan Transaksi
Elektronik.

BAB VI
LAIN — LAIN

Pasal 23

(1) Apabila dalam proses pengadaan barang/jasa setskmorik mengalami gangguan
secara teknis, maka proses pengadaan barang/jpad diminda dan jadwal pengadaan
barang/jasa diatur ulang dimulai dengan tahapankuieya atau dimulai dari
pengumuman pengadaan barang/jasa.

(2) Pengumuman pengadaan barang/jasa sebagaimana wuimp&da ayat (1) dilakukan
dalam hal data pengadaan barang/jasa yang tersidgdam sistem LPSE hilang, rusak
dan/atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya

(3) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi, mpkagadaan barang/jasa secara

elektronik dinyatakan gagal dan kemudian pengad@aang/jasa dilakukan secara non
elektronik.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal : 25 Februari 2010
BUPATI KEBUMEN,

ttd

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal : 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd
SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 17
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